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BUPATI HALMAHERA BARAT,

l,{enimLlang : a. bahv",a dalam rangka menata penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan,
pembangunan dan pelayanan kemasyarakatan serta keruku.nan umat
beragama agar beq'alan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan,
diperlukan penguatan kapasitas dan kapabilitas manusia khususaya
dalam bidang kerohanian;

b. ba-hwa- kerohania-n menrpa-ka-n sega,1a, kondisi pikira-n ma-ni-r-sia, -vang
berkaitan dengan peran jiwa sebagai asensi bagi kehidt:pan umat
beragama, maka sangat dibutuhkan keheradaan Staf Khusus Bupati
Bidang Kerohanian Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

c. irahr*,a berdasarkan pertimtrangan sebagaimana dimaksud dalam hur"ul a
dan huruf b, periu ditetapkan Keputusan Bupati Flaknahera Barat tentang
ilenunjukan Staf Khusus Bupati }iaimahera Earat Bidang Kerohanian
Dalam Fenyelenggaraan Pernerintahan Daerah Kabupaten Halmaitera
Barat Tahun 2024;

Mengingat: 1. Undang-undang Nomor 60 Tahun 1958 tentang Penetapan Undar:.g-
undang Nr:mor 23 Darurat Tahun 1957 tentang PemLrenl-ukan Daerah-
daerah Swatanua Tingkat ii Dalam Wiia3rai: Daerah Srvatantra Tingkat i
M aluku menjadi lindang-undang;

'2 Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara
yang bebas dari Kolusi, Korupsi dan Nepotisme;

3. lJndang-undang Nomor 6 Tahun 2000 tentang Perubahan atas Undang-
undang Nomor 46 Tahun 1999 tentang Pembentukan Provinsi Maiuku
Utai:a, K*bupaten Buru dan Kabupaten Maluku Tenggara Barat;

4. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten
Halmahera Utara, Kabupaten Halmahera Selatan, Kabupaten Kepulauan
Sula, Kabupaten Halmahera Timur dan Kota Tidore Kepulauan di Provinsi
Maluku lltara;

5. Urrdang*urrtlang i{ornol i7 Tatrun 2003 ieniatrg Keuangan Negara;
6. Undang-undang Nornor 1 Tahun 2AA4 tentang PerLrendaharaan Negara;
7. Undang-undang Nomor 5 Tahun 2A14 tentang Aparatur Sipil Negara;
8. Undang-undang Nomor 23 Tahun '2014 tentang Pemerintahan Daerah;
9. Undang-undang Irlomor 30 Tahun 2OI4 tentang Administrasi

Pemerintahan;
10. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan

antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
11. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2A22 tentang Perubahan kedua atas

Undang-undang Nomor 12 Tahun 2}fi tentang Pemtrentukan Peraturafl
Perundang-undangan;

12. Pei'aturan Pemci'intah l'Joinor 55 Tahun 2005 tcniang Dana Pciimbaiig;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
14. Peraturan Femei:niah N*rnor il" Tahu* 2017 tentang Uia:rajemer: P*ga*,ai

Negerl Sipii;

,ia.la:rr Fengabciiae Desa .]ati Portriii iiet. Jaiiolo Kotle Pos - 977 52
Kabupaten Fia!::ra]:era B-ziar * L.{aluke LIrara- TeiB iOS? 1i 2221*{}}". F'a:< {0921i 22? i*tl I



17.

10,L()"

1q.

-2-

15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun '2017 tentang Pembinaan clan
Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2A19 tentang Fengelolaan
Keuangan Daerah;
Peraturan Presiden Nornor 87 Tahun 2A14 tentang Peraturan Pelaksanaan
Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pernbentukan Peraturan
Perundang-unilangan;
Peratui:an lu{enteri Dalam iiegeri l.lomoi: 120 Tahun 2018 teniang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Daiam Negeri Nomor B0 Tahun 2Ct15

tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
Peratruan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahlurr 2O2O tent.ang Pedoman
Teknis Pengeloiaan Keuangan Daerah;
Peraturan Daerah IiaLrupaten Halmahera Barat Nomor 2 Tahun 2021
tentang Perubairan Atas Peraturan Daerah Kabr-rpaten Haimahera Barat
Nomor 6 Tahun 2076 tentang Pernbentukan dan Susunan Perangkat
Daerah Kabupaten Halmahera Barat;

2I. Peraturan Daerah Kabupaten Halmahera Barat Nomor 1 Tahun '2424

tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Halmahera
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Peraturan Bupati Halmahera Barat It{omor '20 Tahun 2A'2I ientang
Perutrahan kedua atas Peraturan Bupati Halmahera Barat Nornor 10

Tahun 2A16 Lentang Struktur Organisasi Perangkat Daerah;
Ileraturan Bupati Halmahera Barat Nomor 1 Tahun '2A'24 tentang
Pen-jabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupater:
l{ainrairera Rarat Tahun Anggaran lA2+;

Menunjuk FAUJI AIIMAD, SH seiragai Staf Khusus Bupati Halmahera Barat.
Bidang Kerohanian Dalarn Peryzelenggaraan Pernerintahan Daerah.

Masa kontrak keq'a Staf Khusus Bupati Bidang Kerohanian lialarn
Penyeleaggaraan Pemerintahan Daerah selama 12 Bulan terhitung rnulai
tanggal 1 Bulan Januari sampai dengan tanggal 31 Bulan Desember Tahun
2424.

Masa kontrak se-[ragaimana dimaksu<i Diktum Kedua, seu'akiu-rnaktr: <lapat
ditinjau danlatau diakhiri bilamana tidak sesuai dengan ketettuan
peraturan perundang-undangan, bertentangan dengan kebijakan
pemerintah dan/atau bertentangan dengan hal-hal iain yang bersifat teknis.
Staf Khusus Bupati Bidang Kerohanian Dalam Pen-yelenggaraall
Pemerintahan Daerah dapai diberikan tunjangan kineqja dengan besaran
Rp. 11.8OO.OOO,- {Sebelas Juta Delapan Ratus Ribu Rupiahi.

Staf Khusus Bupati bidang Kerohanian Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah selain memperoleh tunjangan sebagaimana dimaksud
pada Diktum Keempat dapat pula diberikan tambahan penghasilan lain
sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan Yang
beriaku ciengan rnemperhatikan kemampuan keuangan Daerah.

Staf Khusus Bupati bidang Kerohanian daiam penyelenggaraan
penyelenggaraan pemerintahan daerah diberikan biaya peq'alanan dinas
Dalam Daerah maupun Keluar Daerah (Dalam Negeri) disetarahkan dengan
Perjalanan Dinas Non PNS.
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Memperhatikan : Surat Kepala Bagian Umum, Perencanaan dan Keuangan Setda
Kabupaten Halmahera Barat Nomor : 841 12121'2024 perihal
Permohonan Penerbitan SI{ KDH.
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KtrTUJUH : Staf Khusus Bupati Bidang Kerohanian Dalam Penyelenggaraaa
Pemerintahan Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

a. Memberikan bahan masukan, kajian <iaiam perumusan kebdakan Bupari
di Bidang Kerohanian Dalam Penyeienggaraan Pemerintahan Daerah vang
mencakup pelayanan kepada masyarakat serta kerukunan umat
beragama;

b. Menyelenggarakan kegiatan-kegiatan yang dapat meningkatkan keirnanan
dan ketaqwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa:

c. Menjaga komunikasi yang baik antara umat beragama di Kabupaten
Haimahera Barat;

d. Menvediakan fasilitas yang dapat meningkatkan wawasan keagamaan;
e. Memantau dan melakukan kajianlanalisis terhadap kebijakan Daerah

agar sesuai dengan Visi dan Misi Bupati serta kebutuhan Daerah;
i. ivielakukan kooldinasi berbagai kegialarr rnasyarakai menyangkui

kegi.atan keagamaan;
g. Melakukan penvuluhan tentang keberhasilan pembangunan melaiui

bahan dan pintu jalan keagamaan;
h. Tugas-tugas khusus lain yang diberikan oieh Bupati.

KIIDELi\PAN : Staf Khusus Bupati Bidang Kerohanian Dalam Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah dalam menjalankan tugas berkoorciinasi dengan
Sekretaris Daerah dan rnelaporkan kepada Bupati.

KESEMBILAN: Segala biaya yang akan timbul sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan ini
dibcbankan pa'Ca Anggaran Pcndapaian dan Bclanja Dacrah I(abupatcn
Haimahera Barat"

KESBPULUH: Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di: Jailolo
Padatanggal: I Jan i'2a'24

BUPATI BARAT,

Tembusana Disampaii<an kepada Yth ;

1. Sekretaris Daerah Kab. Halmahera Barat di Jai1o1o,
2. inspektur Inspektorat Kab. Halmahera Barat di Jai1olo,
3. Kepala BKAD Kab. Halmahera Barat di Jailolo,
4. Yang bersangkutan untuk diketahui.

Ass. Bid.,{dm. Umum

Kabag Umum, Perencanaan &

Kabag. Hukum & Orgs
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PF^IABAT PARAF',

Sekretaris Daerah i/"
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